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▪ Definisi Penegakan Hukum:

• SATJIPTO RAHARDJO:
Penegakan hk adl penegakan ide2 atau konsep2 
yg abstrak yg terkandung dalam norma hukum.

• SOERJONO SOEKANTO:
Penegakan hk adl kegiatan menyerasikan
perilaku yg menyimpang (pelanggaran hukum) dg 
norma2 hk yg telah ditetapkan.

• JIMLY ASSHIDDIQIE:
Proses dlkknya upaya utk tegakknya atau
berfungsinya norma2 hk secara nyata sbg pedoman
perilaku dlm lalu lintas atau hub2 hk dlm khdpn
bermasy dan bernegara.

Penegakan Hukum



Penegakan Hukum Administrasi
▪ Kegiatan menyerasikan perilaku menyimpang 

(pelanggaran hukum) dg norma2 hukum 
administrasi yg telah ditetapkan utk 
menegakkan ide2 atau konsep2 yg terkandung 
dlm norma Hukum Administrasi (negara). 

▪ Norma Hukum Administrasi (Hk Adm tertulis) 
tdp dlm:

a. Peraturan perundang-undangan (termasuk 
peraturan kebijaksanaan/beleid regels);

b. Keputusan administrasi/beschikking (izin);



❖ Norma Hk. Administrasi meliputi norma yg 
mengatur :
1. Kewenangan pemerintah, prosedur, dan 

substansi terkait penyelenggaraan urusan 
pemerintahan;

2. Peran serta warga dlm pemerintahan;

3. Organisasi2 pemerintahan (lembaga/unit 
pemerintahan);

4. Instrumen pemerintahan; dan

5. Perlindungan hk. bagi warga masy dari 
tindakan pemerintah.

❖ Semua peraturan perundang2an terkait hal2 di 
atas masuk dlm ranah Hukum Administrasi.
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Pengawasan 
▪ Definisi Teoretik:
➢ Pengawasan adl kegiatan utk menilai suatu pelaks 

tugas scr de facto. Tujuan pengawasan terbatas pd 
pencocokan apkh kegiatan yg dilaks telah sesuai dg 
tolok ukur yg telah ditetapkan sblmnya. (Muchsan).

➢ Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan 
pengendalian. Pengawasan bertalian dg pembatasan 
dan pengendalian bertalian dg arahan (directive) 
(Bagir Manan)

▪ Pasal 1 angka 98 PP No. 22/2021:
Pengawasan adl kegiatan yg dilaks secara langsung atau 
tdk langsung oleh pejabat pengawas LH utk mengetahui 
dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung 
jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yg 
ditetapkan dlm Perizinan Berusaha atau Persetujuan 
Pemerintah serta peraturan perundang2an di bidang 
perlindungan dan Pengelolaan LH.



▪ Definisi teoretik:
Alat kekuasaan yg bersifat hk publik yg dpt 
digunakan oleh pem sbg reaksi atas ketidakpatuhan 
warga thd kewajiban/larangan yg tdp dlm norma hk 
administrasi. (van Wijk/W. Konijnenbelt)

▪ Pasal 1 angka 99 PP No. 22/2021:
Perangkat sarana hk adm yg bersifat pembebanan 
kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali 
keputusan tata usaha negara yg dikenakan kpd 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas 
dasar ketidaktaatan thd peraturan perUUan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan LH dan/atau 
ketentuan dlm izin lingkungan.

Sanksi Administratif



Jenis2 Sanksi Administratif

▪ Secara umum dikenal beberapa macam sanksi 
administrasi:

a. Paksaan pemerintahan 
(bestuursdwang/executive coercion);

b. Penarikan kembali keputusan yang 
menguntungkan (De intrekking van  
beschikking);

c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah 
(dwangsom);

d. Pengenaan denda administrasi (administratief 
boete)



Tujuan Sanksi Administratif 
dari Segi Sasarannya

Sanksi 
Administratif 

Raparatoir
(SA dlm  

Regeling) 
Punitif                           

Untuk mengembalikan pada 
kondisi semula / menempatkan 
situasi yg sesuai dengan hukum

Semata-mata ditujukan 
untuk memberikan 

hukuman

Regresif
(SA dlm 

Beschikking)  

a. Bestuursdwang;
b. De intrekking van  beschikking;
c. Dwangsom;

administratief 
boete



Karakteristik Yuridis Sanksi Administratif:

▪ Muncul dari hub antara pemerintah dan 
warga yg bersifat publik;

▪ Kewenangan penerapan sanksi mrpkn 
konsekuensi logis dari  kewenangan utk 
menetapkan norma (asas contrarius actus);

▪ Instrumen utk memaksakan tingkah laku 
warga agar sejalan dg peraturan dan/atau 
keputusan izin;

▪ Diterapkan oleh pejabat administrasi tanpa 
perantaraan hakim.



PENGAWASAN DAN PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG PPLH

(UU No. 32/2009 jo. UU No. 6/2023)

Penegakan
Hukum Administrasi

Pengawasan Sanksi 

▪ Kegiatan yg dilaks scr lgs./tdk lgs oleh 
PPLH/PPLHD utk mengetahui tingkat 
ketaatan penanggungjawab usaha 
dan/atau kegiatan thd:
1. PUU (Ps.71 ayat (1)); dan/atau
2. Perizinan Berusaha/Persetujuan 

Pem/Pemda (Ps. 72).
▪ Wajib dilakukan. (sanksi: Ps.112 UU 

32/2009)

▪ Pasal 82C (1)/Ps.508 PP 22/2021:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. Denda administratif;
d. pembekuan periizinan Berusaha; 

atau
e. pencabutan perizinan berusaha.

▪ Pasal 81:
▪ Denda keterlambatan pelaks 

paksaan pem.

Pelanggaran 



Pelaksanaan Pengawasan
(Pasal 71-73)
▪ Menteri, 
▪ Gubernur, 

▪ Bupati/Walikota

Pejabat 
Pengawas 

(Fungsional)
(Ps. 71 (3))

Ketaatan terhadap:
• Peraturan perUUan
• Keputusan Izin 

PENGAWASAN

D E L E G A S I

Kpd Pejabat/ 
instansi teknis 
di bid. PPLH 

(Ps. 71 (2)) Apabila terjadi 
pelanggaran yang 

serius  di bid. 
perlind& pengel. 

LH

Second Line
Oversight

(Ps. 73)

First Line
Oversight

(Ps. 71 dan 72)  



Penerapan Sanksi Administratif 
(Ps. 76-83)

▪ Menteri, 
▪ Gubernur, 

▪ Bupati/Walikota

a. teguran tertulis;
b. paksaan 

pemerintah;
c. pembekuan izin 

lingkungan; atau
d. pencabutan izin 

lingkungan.

Penanggungjawab 
Usaha/kegiatan

Jika Pemda scr
sengaja tdk 

menerapkan 
sanksi adm. thd 
pelanggaran yg 

serius

Second Line
Enforcement 

(Ps. 77)

First Line
Enforcement
(Ps. 76 (1))



PENGATURAN PENGAWASAN DAN SANKSI 
ADMINISTRATIF DALAM PP NO. 28/2025

A. Pengawasan
▪ Diatur dlm Bab VII, dg rincian pengaturan sbb:

1. Ketentuan umum pengawasan PBBR                
➔ Pasal 238-262.

2. Ketentuan pengawasan Sektor PBBR                 
➔ Pasal 263-347.
➔ Pengaturan pengawasan sektor LH terdapat 

dlm Pasal 346 dan 347.
▪ Pengawasan PBBR sektor LH dlm PP No. 28/2025, 

berlaku ketentuan:
1. Pasal 238-262; dan
2. Pasal 346 dan 347.



Pokok2 Pengaturan Pengawasan PBBR dlm PP No. 28/2025:

NO. PENGATURAN PASAL 

Ketentuan Pengawasan PBBR yg Berlaku Bagi Semua Sektor

1. Yg berwenang mlkk pgwsn PBBR adl: (a) Pem. Pusat; (b) pemda; (c) 

Administrator KEK; dan/atau (d) Badan Pengusahaan KPBPB.

238 (1)

2. ▪ Kewenangan pgwsn (inspeksi lap rutin) Pem Pusat dpt didelegasikan kpd 

pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. 

▪ Pem Pusat dpt mengambil alih pelaks pgwsn (inspeksi lap rutin), apbl 

Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB tidak 

dapat melaks pgwsn.

244 (7) dan 

(8)

3. Pgwsn dlkk utk memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan PD, PB, 
dan PB UMKU

238 (2)

4. Pgwsn terdiri atas:
a. Pgwsn rutin; dan 
b. Pgwsn insidental.

238 (3)

5. Pgwsn rutin dlkk melalui: 
a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau 
b. inspeksi lapangan rutin

239



No. Pengaturan Pasal 

6. Laporan Pelaku Usaha direviu oleh Pem Pusat, pemda, Administrator 

KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB, dan hasilnya:

▪ Utk menentukan profil Pelaku Usaha dg kategori: (a) sangat baik; 

(b) baik; (c) kurang baik; atau (d) tidak baik.

▪ Diinput ke Sistem OSS.

▪ Ditindaklanjuti berupa:

a. pembinaan/pendampingan (utk meningkatkan kepatuhan);                                    

b. pengenaan sanksi administratif (utk Pelaku Usaha kurang baik 

dan tdk baik; dan/atau 

c. inspeksi lapangan

241 dan 242

7. Inspeksi lap rutin dilaks dlm bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual. 244 (5)

8. Inspeksi lap rutin dilaks berdasarkan rencana Inspeksi lap rutin (Jdwl, 

SDM, anggaran) utk periode 1 (satu) tahun, yg ditetapkan dg 

mekanisme berikut:

▪ Pelaksana inspeksi lap rutin yg mengampu PD dan PB UMKU, 

mengusulkan kpd kementerian/lembaga pengampu PB;

▪ kementerian/Lembaga, pemda pengampu PB mengusulkan kpd 

koordinator inspeksi;

▪ koordinator inspeksi menetapkan kegiatan usaha yg akan 

diinspeksi.

244 (1), (2), 

(3), (4), dan 

(6)



NO. PENGATURAN PASAL 

9. ▪ Pelaksanaan inspeksi lap rutin dituangkan dalam Berita Aacara 

(BA)  pemeriksaan yg ditandatangani pelaksana inspeksi dan 

Pelaku Usaha.

▪ Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani BA, 

dicantumkan alasan penolakannya.

246 (1-5)

10. Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi ditemukan pelanggaran, 

kementerian/lembaga, pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan 

Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran.

246 (6)

11. Kementerian/lembaga, pemda, Administrator KEK, dan/ atau 

Badan Pengusahaan KPBPB dilarang melakukan inspeksi 

lapangan rutin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin.

248

12. Sistem OSS melakukan pengolahan data hasil inspeksi lap rutin utk 
menentukan profil Pelaku Usaha: (a) sangat baik; (b) baik; (c) 

kurang baik; atau (d) tidak baik.

249

13. Hasil inspeksi lap rutin ditindaklanjuti berupa:

a. pembinaan/pendampingan (utk meningkatkan kepatuhan);                                    

b. pengenaan sanksi administratif (utk Pelaku Usaha kurang baik 

dan tdk baik

250



NO. PENGATURAN PASAL 

14. Pengawasan insidental dilaks dalam hal terdapat: 

a. adanya pengaduan masyarakat; 

b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; 

dan/atau 

c. adanya indikasi Pelaku Usaha mlkk kegiatan tdk sesuai dg PD, PB, 

dan/atau PB UMKU. 

251 (2)

15. Pengawasan insidental dlkk melalui inspeksi lapangan insidental. 251 (3)

16. Inspeksi lap. insidental dpt dilaks secara terkoordinasi atau mandiri. 252 (1)

17. Pelaks pengawasan incidental, penilaian kepatuhan, dan tindak 

lanjutnya berlaku ketentuan inspeksi lap rutin.

252, 253, 

254.

Ketentuan Pengawasan PBBR Sektor LH

18. Yg berwenang mlkk pgwsn PBBR adl: (a) Menteri LH/Kepala BPLH; 

(b) gubernur; (c) bupati/wali kota; (d) Administrator KEK; dan/atau 

(e) Badan Pengusahaan KPBPB.

346

19. Ketentuan ttg tata cara pelaks pgwsn thd PL dan PB sektor LH sbgmn 

dimaksud dlm Pasal 346, kompetensi, dan peningkatan kapasitas 

pengawas sektor LH diatur dlm peraturan Menteri LH/kepala BPLH.

347



B.  Penerapan Sanksi Administratif
▪ Diatur dlm:

1. Bab VII PENGAWASAN
▪ Bagian Kelima: Pencabutan Persyaratan 

Dasar, PB, dan PB UMKU 
➔ Pasal 256.

2. Bab XI SANKSI
▪ Bagian Kesatu: Umum                     
➔ Pasal 355.

▪ Bagian Kedua: Sanksi bagi Pelaku Usaha
➔ Pasal Pasal 541, 542, dan 543.

▪ Penerapan Sanksi Administratif sektor LH dlm PP 
No. 28/2025, berlaku ketentuan: 
➔ Pasal 256, 355, 541, 542, dan 543.



Pokok2 Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif 
dlm PP No. 28/2025:

NO. PENGATURAN PASAL 

1. ▪ Sanksi administratif dikenakan oleh menteri/kepala lembaga, 

gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala 

Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing2.

▪ Dikenakan melalui Sistem OSS. 

355 (4)

2. Sanksi administratif dapat berupa: 

a. peringatan; 

b. penghentian sementara kegiatan usaha; 

c. pengenaan denda administratif; 

d. pengenaan daya paksa polisional; 

e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau 

f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. 

355 (2)

3. Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dilakukan 

dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait PBBR.

256 (1) c

4. Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

256 (3)



NO. PENGATURAN PASAL 

5. Yang berwenang mengenakan sanksi administratif adalah:

a. Menteri LH/kepala BPLH;

b. Gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau 

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB 

sesuai dg kewenangan masing2.

542 (1)

6. Menteri, gubernur, atau bupati/wali dpt mendelegasikan 

kewenangannya kepada pejabat yg membidangi penegakan 

hukum atau OPD yg  membidangi LH.

542 (2)

7. Bentuk-bentuk sanksi administratif: 

a. teguran tertulis; 

b. paksaan pemerintah; 

c. denda administratif; 

d. pembekuan PB; dan/atau 

e. pencabutan PB. 

541

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan SA, 

mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yg 

berwenang diatur dlm peraturan Menteri LH/kepala BPLH.

543



IMPLIKASI BERLAKUNYA PP NO. 28/2025 TERHADAP 
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN 

SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LH

▪ Berlakunya PP No. 28/2025, berimplikasi pada perlunya 
harmonisasi ketentuan pengawasan dan pengenaan SA bidang 
LH, terkait beberapa hal berikut:
1. Pasal 4 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 353 PP No. 28/2025, 

berimplikasi perlunya pengaturan penyelenggaraan PBBR 
melalui sistem OSS;

2. Pasal 238 ayat (1), Pasal 346, dan Pasal 355 ayat (4), 
berimplikasi perlunya pengaturan kewenangan pengawasan 
dan pengenaan  SA oleh Kepala Administrator KEK dan 
kepala Badan Pengusahaan KPBPB:
- PP No. 22/2021 dan Permen LHK No. 14/2024 hanya 

mengatur kewenangan pengawasan dan pengenaan SA oleh 
Menteri, gubernur, bupati/wali kota.

- Permen LHK No. 15/2020 baru mengatur pengawasan RKL-
RPL Rinci di KEK.

- Pasal 347 PP No. 28/2025 menentukan Menteri LHK 
berwenang mengatur pengawasan PD (RKL-RPLRinci) dan 
PB sektor LH yg dlkk oleh Kepala Administrator KEK dan 
kepala Badan Pengusahaan KPBPB.



3. Pasal 243, 244, dan 248 PP No. 28/2025, berimplikasi 
perlunya pengaturan  pengawasan (inspeksi lap 
rutin) yg terintegrasi, terkoordinasi, dan terencana.

- KLH/BPLH mjd pengampu PD sekaligus jg 
pengampu PB sektor LH yg berada di bwh 
koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM.

- PP No. 22/2021 dan Permen LHK No. 14/2024baru 
mengatur rencana pengawasan yg disusun sendiri 
oleh KLH/BPLH (tdk terintegrasi dan terkoordinasi).

4. Pasal 241 dan 242 PP No. 28/2025, berimplikasi 
perlunya pengaturan tentang profil Pelaku Usaha 
(sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik) yg 
akan mjd acuan dlm penentuan tindak lanjut hasil 
pengawasan. 

- PP No. 22/2021 dan Permen LHK No. 14/2024 blm 
mengatur profil Pelaku Usaha.



5. Pasal 246 (ayat 1-5) PP No. 28/2025, berimplikasi 
perlunya pengaturan penandatanganan BA 
pengawasan oleh Pelaku Usaha.

- Permen LHK No. 14/2024 mengatur penandatanganan 
BA hanya oleh PPLH.

6. Pasal 355 ayat (4) PP No. 28/2025, berimplikasi perlunya 
pengaturan SA yg dikenakan oleh kepala 
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan 
KPBPB.
- PP No. 22/2021 dan Permen LHK No. 14/2024 mengatur 

bhw yg berwenang mengenakan SA adl Menteri, 
gubernur, bupati/wli kota.

7. Pasal 355 ayat (4) PP No. 28/2025, berimplikasi perlunya 
pengaturan pengenaan SA melalui Sistem OSS.
- Pasal 56 Permen LHK No. 14/2024 mengatur SK SA 

disampaikan scr langsung melalui tatap muka di 
kantor Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota. 



PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN 
SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LH DI MASA TRANSISI

▪ Terdapat bbrp ketentuan dlm PP No. 28/2025  yg mjd 
rujukan dlm pelaks pengawasan dan pengenaan SA di masa 
transisi, yaitu:
1. Pasal 551 huruf a dan b:

a. Peraturan pelaks dari PP wajib ditetapkan paling 
lama 4 (empat) bulan sejak PP ini diundangkan (5 
Juni 2025). 

b. Sistem OSS dan Sistem Indonesia National Singte 
Window wajib disesuaikan dg ketentuan ini paling 
lama 4 (empat) bulan sejak PP ini diundangkan (5 
Juni 2025). 

2. Pasal 550 huruf a: 
Semua ketentuan peraturan perUUan yg mengatur PD, 
PB, dan/atau PB UMKU dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tdk  bertentangan dg PP No. 28/2025.



3.  Pasal 549 huruf a dan b:
a. Ketentuan pelaks PBBR yg diatur dlm PP No. 28/2025 

dikecualikan bagi Pelaku Usaha yg PD, PB, dan PB UMKU nya 
telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih 
berlaku sblm PP No. 28/2025 berlaku.
➔  Kecuali ketentuan dlm PP No. 28/2025 lebih 

menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
b. PD, PB, dan/atau PB UMKU yg memiliki nomenklatur berbeda 

sblm PP No. 28/2025 berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai 
dg nomenklatur yg diatur dlm PP No. 28/2025.

4. Pasal 547:
▪ PD, PB, dan/atau PB UMKU yg dlm proses permohonan;
▪ Kegiatan usaha Risiko menengah tinggi yg telah memperoleh 

sertifikat standar namun blm terverifikasi dan/atau PB UMKU 
namun blm berlaku efektif;

▪ Kegiatan usaha Risiko tinggi yg telah memperoleh izin dalam 
rangka percepatan namun blm memenuhi persyaratan dan/atau 
PB UMKU namun blm berlaku efektif;

tetap diproses berdasarkan PP No. 5/202l.



▪ Saat ini, KLH/BPLH melalui Dit. Pengaduan dan 
Pengawasan LH sedang mlkk revisi thd Permen No. 
14/2024, yg antara lain dlm rangka penyesuaian 
ketentuan pengawasan dan pengenaan SA terhadap PP 
No. 28/2025. 

▪ Revisi Permen diharapkan dpt mengakomodasi:
a. perubahan yg diatur dlm PP No. 28/2025;
b. best practice pelaksanaan pengawasan dan 

pengenaan SA yg blm diatur dlm PP No. 22/2021 dan 
Permen LHk No. 14/2024;

c. cara utk memitigasi permasalahan yg ditemukan 
dlm pelaks pengawasan dan pengenaan SA; 
dan/atau

d. kebutuhan daerah dlm rangka perbaikan dan 
peningkatan pelaksanaan pengawasan dan 
pengenaan SA.



T E R I M A   K A S I H
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